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MOTTO 

 

“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in 

harmony” 

(Mahatma Gandhi)
1
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RINGKASAN 

 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan mengatur wewenang-wewenang pemerintah pusat dalam hal 

penarikan pajak. Pajak-pajak yang dianggap sebagai pajak yang berskala besar 

dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikelola oleh pemerintah pusat, yang 

kemudian pajak ini disebut dengan pajak pusat. Ada beberapa pajak yang menjadi 

wewenang pemerintah pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Barang Mewah (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea 

Meterai. 

Penarikan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota kemudian disebut dengan Pajak Daerah. Wewenangnya 

dibedakan antara pajak yang ditarik oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah 

kabupaten/kota. Namun prinsipnya sama, kedua wewenang tersebut ada yang 

kemudian diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 

masing-masing daerah tersebut. Agar terjadi penarikan pajak yang efektif dan 

sistematis, dan kemudian tidak juga terjadi penarikan pajak berganda maka 

penarikan pajak pajak daerah ini diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.  

Penulisan skripsi ini berjudul, “Penerapan Penarikan Pajak Oleh Pemerintah 

Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, 

bertujuan khusus untuk : 1) Untuk memahami apa saja kewenangan Pemerintah 

Pusat dalam hal penarikan pajak berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 

2007; 2) Untuk memahami tentang penarikan pajak daerah yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 agar tidak 

terjadi pemarikan pajak berganda. 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara 

mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan 
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permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian, 

penelitian skripsi ini bersifat yuridis normatif. Bahan yang dipakai adalah bahan 

hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum bersifat 

deduktif. 

Hasilnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, 

penarikan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan 

tujuan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Ketentuan dalam perundang-

undangan tersebut diharapkan memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang 

menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penarikan 

pajak. 

Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 merupakan  peraturan perundangan bersifat mengatur dan 

harus dilaksanakan. Indikator kesiapan yang baik diantaranya dapat ditunjukkan 

dari seberapa cepat Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian kebijakan 

perpajakan dengan kondisi daerah. Penyesuaian yang tepat juga akan mendorong 

daya saing daerah, karena iklim investasi menjadi lebih kondusif. Selain itu, 

kemitraan dalam memikul tanggung jawab terhadap pembangunan semakin 

merata dan nyata di kalangan masyarakat, karena regulasi pajak daerah dan 

retribusi daerah menjadi lebih jelas, pasti, dan sederhana. Pada akhirnya 

pertumbuhan ekonomi daerah dapat didorong sebagai buah dari sumber 

pendanaan yang tersedia secara lebih memadai. 
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